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DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Sunarso, Sodiq Azis Kuntom, dan Abdul Gafrrr
FIS Universitas Negeri Yogyakarta (email p:&suna666ya;6s6..o-;

Abstralc Dinarnika pendidi&an Kewatganegaraan di Indonesia. penelitian inidituiukan untuk mengungkap dan melacak dinamika pendidikan kewarganegara_
an pada pendidikan dasar dan menengah pada masa b.a" f"rnu, Orde Baru, danOrde Reforrrasi, dipandang dari politik pendidikan a"" t*ttrl r-. Hasil pene_litian menunjukkan hal-hal sebagi berikut. pertama, 

"i"-iar_* dalam pen-didilon politik di Indonesia sesuai dengan kondisi zaman dan kepentingan rezimpada waktu itu. Kedua makna pendidikan kewarganegaraanluai aengan tuiuanpendidikan pada masing-masing orde.

Kata Krmci; pendidilan kanargarcgraan, dinanila

Abetraet The Dynamics of the Civic Educatimr in Indonesia. This study wasaimed to reveal and trace the dynamics of the civic education in lhe primary andseconda4r education in *re Old Order, the New Order, and the neformation Order,viewed fn:m the educational oolitics and 
""_t"d;.i; fi"dings showed the

1:r"1-t, first tl1er€ woe ayr,a-lo in the educationat poUi". - Indonesia inaccordance with the condition of the era ana Ur. r"gi_e:, i.,*ro,. S""*d, Ar"meanings of the civics education were in accordance lith the educational goals ineach order.

Kepotds. cioic educatioq dy:tumics

PENDAHULUAN
Setiap masyarakat di belahan burni

manapun sangat mendambakan gene.
rasi mudanya dipersiapkan untuk merr-
jadi warganegara yang baik dan dapat
berpartisipasi dalam kehidupan masya-
rakat dan negaranya. Untuk kepenting_
an ihr, maka dikembangkan pendidikan
Kewarganegaraan (pKn).

Pasa137 ayat (2) UU No. 20 Tahun
2003 tmtang Sistem pendidikan Nasio_
nal menyatakan bahwa Kurikulum pen-
didikan wajib memuat pendidikan

Agam4 Pendidikan Kewarganegaraan,
dan Bahasa. Tiga mata pelajaran waiib
tm m engisyaratkan tuiuan membangun
kebangsaan yang rcligius. pasal ini me-
nempatkan PKn seb agai sa_lah satu
mata pelaiaran yang penting dan stra_
tegls disamping pendidikan Agama
dan Bahasa. Pasal ters€but dengan ielas
dan tegas mengamanatkan dan mewa-
jibkan PKn harus masuk kurikulum di
setiap jenjang dan jenis pendidilan dari
sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
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PKn bukan hanya diberikan di In-
donesia. Negara-negara lain di seluruh
dunia juga mernberikannya, meskipun
dikernas dalam berbagai bentuk dan
nama. Ciorcs atau Cioics Education dibe-
rikan di Am€rika fuikaL Citizatship
Education diberikan di lnggns- Ta'litru-
tul Muzmoatunah ata:u Tarbiyatul Wtto-
niyah, di negara-negara Timur Tengah.
Eilucacion Cioicns di Mexico. Sadunter-
ncht di Jerman. Citrics atau fucial Studies

di Australia. Social Studies di New Zea-

land. Life Orie ation, di Afrika Selatan.
People arul Society di Hongaria. Cioics

and Moral Educafion di Singapur4 dan
Obscewooedinie di Rusia (Winataputr4
2006: 3).

Secara kurseptual PKn bertujuan
untuk menyiapkan gerrerasi muda men-

iadi warga negara yang baik, warga
negara yang memiliki pengetahuarl
kecakaparu dan nilai-nilai yang diperlu-
kan untuk berpartisipasi aktif dalam
masyarakatnya. PKn tidak boleh se.

mata-mata menjadi alat kepentingan
kekuasaan rezim, tetapi harus berorim-
tasi untuk kepentingan bangsa dan
negara. Pembangunan nasional, baik bi-
dang ekonomi, politilg sosiaf budaya,
maupr:n hankam tidak akan berhasil
bila tidak didukung oleh seluruh warga
negaremya. Oleh karma itq PKn harus
dapat merangsang tumbuhnya partisi-
pasi aktif warga negara dalam kehidup-
an berbangsa dan bemegara

PKn di Indonesia mmgalami dina-
mika dari waktu ke waktu seiring de-
ngan silih bergantinya rezim yang ber-
kuasa. Setiap rezim rnemiliki kecende.
rungan m€rrgintervensi PKn untuk ke-
pentingan kekuasaannya. Tulisan ini
bertuiuan melacak dinamika PKn pada
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jenjang pendidikan dasar dan mene-
ngah era Orde Lama, Orde Baru, dan
Era Reformasi, ditiniau dari politik pen-
didikan dan kurikulumnya.

HAKIKATPENDIDIKAN
Pendidikan pada hakikatnya adalah

usaha mempersiapkan anak-anak dan
pemuda unfuk menyambut zaman
yang akan datang dmgan mernberinya
ilmu pengetahuan dan memberanikan
hatinya untuk memenuhi tuntutan za-
rnan. Karerra itu, pendidikan merupa-
kan unsur yang terpenting untuk mem-
bina suatu masyarakat (Maarif, 2004: 2).

Senada dengan Maarif, Durkheim men-
definisikan pendidikan sebagai berikuL

"Elucation is the infliunce exercised by
adult gowation on those that sre not Wt
reafu fu social life. Ih object is to arouse

and to deoelop in the child a certain number

of physiul, intellectuol qnd monl states

luhich are demmded of him by both political
socbty as a uhole and the special nilbu lor
ohich he is specifctlly distifled." (Ba:ll v
tine, 19&3).

Pendidikan adalah pengaruh yang
dilakukan oleh generasi dewasa pada
generasi yang belum siap kehidupan
sosialnya, tuiuannya adalah untuk me-
ngembangkan kemampuan fisik inte
lektual, dan moral sesuai dengan tun-
tutan masyaralat politik secara keselu-
ruhan. Definisi ini menekankan sasaran

pendidikan adalah anak dan pemuda
yang dipandang belum siap untuk me-
lakukan kehidupan sosial. Tuiuan pen-
didikan adalah untuk menambahkan
dalam diri anak suafu kemampuan mo-
ral, intelektual, dan fisik yang dituntut
oleh masyarakat politik secara keselu-
ruhan dan lingkungan khusus di mana

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indoiresia
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anak diarahkan. Generasi dewasa seba-
gai pemangku jabatan kehidupan ma-
syarakat memiliki tugas menyapkan
anak dan pemuda untuk kehidupan so-
sial melalui kegiatan pendidikan. As-
pek pendidikan mmcakup pengem-
bangan fisik, intelektual, dan moral
anak agar dapat berkembang sesuai
tuntutan kehidupan masyarakat.

Dewey (1959:89-90) memandang
pendidikan sebagai sebuah rekonstruk-
si atau reorganisasi pengalaman ag.rr
lebih bermalcna sehingga pengalaman
tersebut dapat mengarahkan pengala-
man yang akan didapat berikutnya.
Menurut Dewey, pendidikan seharus-
nya didasarkan pengalaman, suafu in-
teraksi aktif individu dengan lingk ng-
anny4 di mana pmdidikan sebagai re-
konstruksi pengalaman. Pengalaman
masa lalu digunakan untuk memahami
peristiwa atau pengalaman sekarang.
Selanjutny+ untuk mengarahkan pe-
ngalaman yang akan datang. Menurut
Dewey, tujuan pokok pendidikan ada-
lah pertumbuhan atau rekonstruksi pe-
ngalaman yang m€nmtukan arah dan
pengontrolan pmgalaman berikuhrya.

Menurut Knight (1998), tujuan pen-
didikan selain dipengaruhi oleh pan-
dangan metaphisik (ideologi, agama)
juga dipengaruhi oleh dinamika politik
dan kondisi ekonomi suafu negara. Se-
tiap perkembangan politik dan ekono-
mi dapat mempengaruhi tujuan pen-
didikan nasional. Lebih lanjut Knight
merryatakan:

"....there is a ilefinite relationship befiixen
philosoophic beliefs and educational practicc-
es. For examplc, a distinct metaphysical and
epistemological oieuryoint will point ta a
oalw orientation. This oalue oientatbn, in

conjunction with its cnrresponding oiew of
redity and ttuth, will dettrmine the goats

thnt ?oill be deliberately aimed at in the edu-
cational Wocass. The goals, in turn, wilt sug-
gest prefened methods and curricular em-
phases" (Knight, 1998: 32).

Bagan 1 menggambarkan bahwa tu-
juan pendidikan sangat dipengaruhi oleh
metaplry sical beliefs, axiolo gical beliefs, epis-
temological beliefs, juga dipengaruhi oletr
politicnl dynamics, dmr economic andi-
tions.

HAKIKAT PEND IDIKAN KEI,VARGA-
NEGARAAN (PKn)

Secara konseptual, PKn bertujuan
unfuk menyiapkan generasimuda men-
jadi warga neg.ra yang bai( warga ne-
gara yang memiliki pmgetahuan, keca-
l-prrr, dan nilai-nilai yang diperlukan
untuk berpartisipasi aktif dalam masya-
rakatnya. PKn tidak boleh semata-mata
mer{adi alat kepentingan kekuasaan re-
zim, tetapiharus mendasarkan diri pada
politiknegara yang digariskan oleh kon-
stitusi.

PKn juga bertujuan ag,u warga ne-
gara paham terhadap politik dan ideo.
logi negara, serta untuk membangun si-
kap patriotik dari warga negara bagi
bangsanya. Dalam Encyclopedia Ame-
ricana dinyatakan bahwa PKn adalah
sebagai berikut.

"Citiztnship Education mnsists of the for-
mol enabled to unilerstand and qntribute to
the ffictiae unrking of their society. All na-
tions are their s&ools to promote ffictioe
citizerchip. The schaols attempt to deoelop
young ?ersons who haae the necasary
knotoledge and under standing and ?oha hold
thc oolues and ideals that toilt leail them to
satisfuing and ompetent roles as citiztns of
the state. CBntral to such education is the

Calsauala Pandiilikan, Mei 201? Th. X)OO, Edisi Khusus Dies Natalis UNy



furthering of the nationalbtic and patriotic
goals of the society. This is true in clwed
sicietia as uxll as in demoqacbs". (Enqt-
dopedia Ameri cana, 1997 :7 45).

Anak adalah wnrga negara yang se-

dang dalam proses, karena masih harus
dididik menjadi warga negara dewasa
yang sadar akanhak dan kewajibannya.
Oleh karena ihL masyarakat sangat
mendambakan gmerasi mudanya di-
persiapkan untuk menjadi \ rarganegara
yang baik dan dapat berpartisipasi da-
lam kehidupan masyarakat dan negara.
Setiap generasi adalah masyarakat baru
yang harus memperoleh pengetahuan,
mempelajari keahlian, dan mengem-
bangkan karakter pribadi dan publik
yang seialan dengan demokrasi konsti-
tusional. Sikap mental ini harus dipeli-
hara dan dipupuk melalui perkataan
dan pengajaran serta kekuatan ketela-
danan. Dernokrasi bukanlah mesin yang
akan berfungsi dengan sendirinya te-
tapi harus secara sadar direproduksi
dari generasi ke generasi berikutnya.
Tidak ada tugas yang lebih penting dari
pmgembangan warga negara yang baik
serta bertanggung jawab. Warga negara
berakhlak mulia berkarakter, bertang-
gung jawab, dan demokratis. Karena ifu,
PKn menjadi perrting. Tanpa adanya
komitrnen yang benar dari warga nega-
ra terhadap nilai-nilai demokrasi, maka
masyarakat yang demokratis tidak akan
terwujud.

Pembangunan nasional baik bidang
ekonomi, politik, sosial budaya, mau-
pun hankam tidak akan berhasil bila ti-
dak didukung oleh kekuatan masy:ra-
kat dan secara politik memperkuat ke-
safuan nasional. Pembangunan tanpa

10i

partisipasi masyarakat akan menyeb#
kan masyarakat sekedar merrjadi pe
nonton kegiatan pembangunan yang
dilakukan oleh para elit politik dengan
kebijakan yang bersifat top-down. PY,.n

memitki tujuan menumbuhkan partisi-
pasi masyarakat dalam memahami ke.
butuhan pembangunan, pernasalahan
pembangunan, dan pelaksanaan pem-
bangunan. PKn juga memiliki tujuan
memperdekat jarak kekuasaan peme.
rintah dan kekuasaan masyarakat.

PKn dapat dilakukan lewat pendi-
dikan formal (persekolahan) dan pen-
didikan masyarakat lewat organisasi
sosial. PKn menjadi mata pelaiaran wa-

iib di SD SMR dan SMA sebagaimana
diamanatkan UU Sisdiknas. Perkem-
bangan PKn di Indonesia sejak kemer-
dekaan telah mengalami satu perjalan-
an sejarah yang panjang yang pada da-
sarnya diharapkan dapat menumbuh-
kan rasa kebangsaan yang kuat. Akan
tetapi sejarah membuktikan PKn di In-
donesia maupun di banyak negara se-

ring mengalami penyimpangan dari visi,
misi dan tujuan. PKn sering dijadikan
sebagai alat penguasa untuk melang-
gengkan kekuasaan. Sosok PKn yang
demikian memang sering muncul di se-
jumlah negara, khususnya negara-ne-
gara berkembang. Hasil penelitian yang
dilakukan Cogan seperti berikut.

" Citizttrship education has oft en r eflected the

interest of those in pounr in particular socie-

W and thus has been a matter of indoc-
trination and thc establishment of ideological
hegemony rather than of education" (fttr-
yadi dan Somantri, 2000:1).

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
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I
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Political
Dynamics

Social
Forces

Nature of the
Student
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Teacher

Axiological
Beliefs

Goals Curricuiar
Emphasis

Teaching
Methodologies

Social Furction of
Educational

Epistemological
Beliefs

Economic
Conditions

Expectations of
Immediate
Family or

Community

Bagan L. Hubungan antara Filsafat dan Praktik Pendidikan
(Sumber: George R. Knight, 1.99& halaman 33)

PKn sering merefleksikan kepen-

tingan mereka yang berkuasa dalam
masyarakat. Oleh karena itu, sering
menjadi aht indoktrinasi dan hegemoni
dari pada sebagai sar;lna pendidikan
bagi warganegara. Berdasarkan Kenya-

taan, tersebut tidak aneh jika kemudian
muncul penilaian bahwa PKn sering

bersifat politis dari pada akademis,
lemah landasan keilmuannya dan se-

ring kurang tampak sosok keilmiahan-
nya.

Kepentingan politik penguasa ter-
hadap PKn di je"rja.g pendidikan dasar

dan menengah (SD SMR dan SMA) di
Indonesia dapat dirunut dalam sejarah

Calctauala Peniliilikan, Mei 2012 Th. XX)O, Edisi Khusus Dies Natalis UNY



perkembangan mata pelaiaran ini, seiak

muncutrya dalam sistem pendidikan
nasional. Mata pelajaran ini muncul
pertama kali tahun 1957 dengan nama

"Kewarganegaraar{', yang isinya seba-

tas tentang hak dan kewajiban wnrga
negara, serta cara-cara memperoleh dan
kehilangan stafus kewarganegaraan.

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit
Presiden 5 Iuli 1959, Menteri PP dan K
mmgeluarkan Surat Keputusan No.
12227415 tanggal 10 Desember 1959 ten-
tang pembmtukan panitia penyusunan
buku pedoman mengenai kewajiban-
kewajiban dan hak-hak warga negara

hrdonesia dan hal-hal y*g mengin-
syafkan warga negara tentang sebab-

sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indo.
nesia. Panitia tersebut berhasil menyu-
sun buku "Munusin dan Masyaralat Baru

Indonesia", pada tahun 1"952 yang men-
jadi acuan mata pelajarNr Ciaics yang
telah muncul pada tahun 1961. Buku
tersebutberisi tentang Sejarah Pergerak-

an Rakyat Indonesia; Pancasila; UUF
1.945; Demokrasi dan Ekonomi Terpim-
pin; Konferensi Asia Afrika; Hak dan
Kewajiban Warga Negara; Manifesto
Politik; dan lampiran-lampiran Dekrit
Presiden, Pidato Lahimya Pancasila,

Panca Wardana darr Declaration of Hu-
man Rights, serta pidato-pidato Presiden

lainnya yang dipaketkan dalam Tujuh
Bahan Pokok Indoktirinasi populer de-

ngan singkatan TUBAPI (Muchson AR,
2004:,M).

Sejak munculnya Orde Baru pada
tahun 196f., isi mata pelajarmr Civics

versi Orde Lama khususnya yang ter-
kait dengan Manipol USDEK yang ver-
isi kebijakan politik Soekarno hampir
seluruhnya dibuang, karena dianggap

1(B

sudah tidak sesuai lagi dengan k€biiak-
an politik Orde Baru. Pada Kurikulum
196& mata pelajaran ini muncul dengan

nama "Kewargaan Negara", yang isi-
nya di sampingPancasila dan UUD L941

adalahKetetapan-ketetapan MPRS 1966,

\967, dan 1968, termasuk GBHN, Hak
Asasi Manusia, serta beberapa materi
yangberaspeksejarall geografi, dan eko-

nomi. Sesuai dengan Ketetapan MPR
No. IVMPR[973, tentar-lg Garis-garis
BesarHaluan Negara (GBHN, mata pe-

laiaran ini berubah nama menjadi Pen-

didikan Moral Pancasila (PMP) pada
Kurikulum 1975. Perubahan nama ini
terjadi karena Orde Baru ingin melaku-
kan koreksi terhadap Orde Lam4 yakni
ingin melaksanakan Pancasila sec€ua

murni dan konsekuen. Oleh karena itu,
moral Pancasila harus diajarkan secara

intensif kepada siswa lewat pendidikan
formal dan PMP menjadi sarananya
(Muchson A& 200a: 35).

Dengan ditetapkannya Ketetapan

MPRNo. IIMPR/1978 tentang Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Panca-

sila (P-4), maka terjadilah perkembang-
an yang cukup substantif mengenai ma-
teri mata pelajaran ini, yakni sangat do-
minannya materi P-4 dalam PMP. Bah-

kan, dalam pmjelasan ringkas tentang
PMP oleh Departemen P dan K (1982)

dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak
lain adalah pelaksanaan P-4 melalui ja-

lurpmdidikan formal. Hat ini tetap ver-
langsunghingga berlakunya Kurikulum
1.984 maupun Kurikulum 1994 dimana
"Pendidikan Moral Pancasila" (PMP) te-

lah benrbah nama merrjadi "Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan"
(PPKn). Perubahan nama ini disebab-

kan karena materi PMP didominasi P4

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
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yang indoktrinatif sehingga banyak me-
nuai kritik dari masyarakat, khususnya
komunitas PKn. Sebagai jawaban, maka
dengan lahimya kurikulum L984 PMP
berubah nama menjadi PPKn. Selama

Orde Bartr, terjadi tiga kali perubahan
narna, yakni Kewargaan Negara Pendi-
dikan Moral Pancasil4 dan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara

substantif, isi memang ada perubahan
yang cukup signifikan, akan tetapi dari
sisi tujuan, maupun metode sebenamya
tidak banyak berubah. Dalam perkem-
bangannya yang terallrir, materi P-4

secara resmi tidak lagi dipakai dalam
Kurikulum Suplemen 199, apalagi Ke-
tetapan MPR No. II/fvIPBy1978 tentang
P-4 telah dicabut dengan Ketetapan
MPR No. XVItrA,IPR/1D8 (Muchson
A& 20Ot:35).

Situasi kehidupan berbangsa dan
bernegara pada era Reformasi lebih ver-
sifat terbuka dan demokratis. Oleh
karena itu,padaera ini PKn juga sedang
dalam proses reformasi ke arah PKn
dengan paradigma baru. Reformasi itu
mulai dari aspek yang mendasar, yaifu
reorientasi visi dan misi, revitalisasi
fungsi, hingga restrukturisasi isi kuri-
kulum dan materi pembelajaran. PKn
paradigma baru, pada dasamya me-
rupakan pendidikan politik yang sarat
dengan nilai-nilai demokrasi. Kita se-

mua menyadari bahwa pendidikan da-
pat merrjadi salah satu upaya strategis
pendemokrasian bangs4 khususnya di
kalangan generasi muda.

DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN
DI INDONESIA

Politik pendidikan pada setiap era
merupakan jawaban terhadap perma-

salahan yang dihadapi era tersebut.
Politik pendidikan sama sekali tidak
bisa dilepaskan dari konteks lingkung-
an politik yang melatarinya.

Tahun 1945-1966 Indonesia di ba-
wah pemerintahan Soekamo (Orde La-
ma). Politik pendidikan era Orde Lama
dapat dibagi dalam tiga periode seiring
dinamika politik yang mempengaruhi-
nya. (1) Periode 1945-1950, diwamai se-

mangat revolusi, pendidikan bertujuan
untuk menanamkan semangat dan jiwa
patriotisme. (2) Periode 1950-1959, di-
wamai oleh demokrasi liberal, pendi-
dikan bertujuan untuk membentuk ma-
nusia susila yang cakap dan warga ne-
gara yang demokratis serta bertanggung
jawab tentang kesejahteraan masyara-
kat dan tanah air. (3) Periode 1959-1966,

- diwamai oleh Manipol USDEK pendi-
dikan bertujuan melahirkan wargane-
gara sosialis lndonesia yang susila. Pen-

didikan nasional pada era Orde Lama
yang berlangsung sejak 1945 hingga
1966, tetapberlandaskan Pancasila. Mes-
kip* selama periode ini Indonesia
menggunakan tiga LfUD, tetapi dalam
perjalanannya megarah pada bentuk
demokrasi terpimpin dengan kepemim-
pinan revolusioner untuk membangun
masyarakat sosialis.

Tahun 1966-1998 Indonesia diperin-
tah oleh Soeharto (Orde Baru). Peralih-
an dari Orde Lama ke Orde Baru mem-
bawa konsekuensi perubahan politik
pendidikan nasional. Implikasi dari
pembubaran PIO menimbulkan penu-
tupan sekolah-sekolah yang bernaung
di bawah PKI dan organisasi yang ada
di bawahnya. Ketika PKI dibubarkan,
serta dilakukan pemumian Pancasila,
tujuan pendidikan nasional berubah
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jiwa patriotisme dan nasionalisme, se-

mangat melakukan revolusi untuk me-
nuju masyarakat sosialis Indonesia.

Kurikulum PKn era Orde Baru ber-
isi hal-hal seperti berikut. (1) Tujuan
membenfuk manusia pembangunan
yang berjiwa Pancasila serta manusia
Indonesia seutuhnya. Materi/isi pelajar-
an mencakup P-4 sangat dominan,
UUD 1941 GBHN, dan Sejarah Kebang-
saan. Sebagaimana Orde Lama PKn
Orde Baru juga dirancang untuk men-
dukung penguatan negara, patuh ke-
pada rezim, serta pendukung setia
status quo. Metode indoktrinasi melalui
penataran P-4 dilakukan kepada selu-
ruh siswa dan mahasiswa, bahkanPNg
Korpri, birokrat, guru, dan tokoh ma-
syarakat. Makna PKn pada masa Orde
Baru sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional wakfu itu, yaitu membentuk
manusia pembangunan yang berjiwa
Pancasila untuk mendukung kemajuan
ekonomi dan moral Pancasila.

Kurikulum PKn pada era Refonnasi
berisi hal-hal seperti berikut. (1) Tujuan
memberdayaan w.rga neegar4 yakni
membentukwarganeg.uayang aktif ber-
partisipasi dalam kehidupan berbangsa

dan bemegar+ berbudaya politik ke-
wargaan, berpikir kritis dan kreatif. (2)

Materi/isi pelajaran terdiri dari politik,
hukum, dan moral. PKn pada era ini
akar keilmuannya jelas, intervensi re-
zim sangat minim, berfungsi sebagai

pendidikan dernokrasi, pendidikan hu-
kum, dan pendidikan moral. (3) Metode
pembelajararrnya menggunakan dialog
kritis. Mal,cra PKn pada era Reformasi

sesuai dengan tujuan pendidikan na-

sional pada saat ini, yaitu untuk pem-
berdayaan warga negara mewujudkan

masyarakat Indonesia yang demokratis
dalam kemaiemukan, menjunfung ting-
g, h"k asasi manusia, taat pada negar4
danberwawasan global.

PENGEMBANGAN PKN KE DEPAN
Secara konseptual, PKn bertujuan

unfuk menyiapkan generasi muda men-
jadi warga negara yang bail warga ne
gara yang memiliki pmgetahuan, keca-

krprru dan nilai-nilai yang diperlukan
untuk berpartisipasi aktif dalam masya-

rakatnya. PKn tidak boleh sernata-mata
merrjadi alat kepentingan kekuasaan re
zim, tetapiharus mendasarkan diri pada

politik negara sebagaimana dimuat da-

lam konstitusi nasional.
PKn seharusnya merriadi perhatian

semua piha( pemointafu LPTK yang
memiliki Prodi PKrt Komunitas PKru

marrFun para guru PKn di lapa.g"o
Tidak ada tugas yang lebih penting
bagi sebuahbangsa selain mengembang-

kan warganegara yang Manggung ja-
wab, dan terdidik. Demokrasi dipeliha-
ra oleh warg:rnegara yang memiliki pe
ngetahuan, kemampuan, dan karakter
yang dibuhrhkan. Tanpa adanya komit-
men yang benar dari warga negara ter-
hadap nilai dan prinsip fundamental
deurokrasi, maka masyarakat yang ter-
buka dan bebas, tak mungkin terwujud.
Oleh karena ih1 tugas dari para pen-

didrlg pembuat kebijakan, dan angota

ciail society lainnya adalah mmgkampa-
nyekan pentingnya PKn kepada selu-

ruh lapisan masyarakat dan semua ins-
tansi dan jajaran pemerintahan.

Saat inl PKn sudah mmjadi bagian
dari instrumen pendidikan nasional.

Mata pelajaran ini dibangun dengan

paradigma sebagai berikut. Pertama, se-
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cara kurikuler dirancang sebagai pem- para siswa khususnya yang menyang-

belajaran yang bertuj.tlt "tt"t- ,oo kut perilaku dan moral' Namun demi-

ngembangian potensi individu agar kian, kritikan dan tuntutan tersebut su-

merrjadi w:rganegara Indonesia yang dah seharusnya direspon dan diakomo-

berakhlakmuli4 cerdas,partisipatif, dan dasikan s€cara proporsional karerra me'

bertanggungjawab' I{eduf,, secara teore- mang pendidikan sec*u umum dan

akdirancangsebagaipembelajaran yang PKn secara khusus bukan hanya tang-

memuat dimensi kognrtif, iektif, dan gung iawab pe-merrntah saia tetapi iuga

psikomotorik yang tJrintegrasi dengan tangryng-iawab komporenma-

nilai-nilai Pancasiltu d-rd*d dan bela syaraka! banp+ dan negara Indonesia'

negirra. Ketiga, secara pragmatik diran- Tanggungiawab bersama untuk menye'

"uig 
r"bugui pembelalaran yang bertu- lenggarakan pendidikan yang-berkua-

;* -"*";rat* p"ril*" s€hari-hali Iitas pada hakikahrya merupakan per-

**g"r,"gura dalam kehidupan berma- wujudan dari amanatnasiural'

,y*"ut.t, u.,tangsa dan bernegara agar Kerrdalaekstemallainnya yaitu pen-

#uaidenganmoralpancasila. didikandiInduresia dihadapkanpada

Sept Jiimpternentasikan pada ber- berbagai persoalan dan situasi glob"l

bagaifenis danjmjang, pKntehm se. yang berkerrbang cepat setiap waktu

"oui 
do,gun harapan- kdikasi dari ts- baik yang berrruatan positif mauPun

jadinya Jfufr *ui. tersebut antara lain yang bermuatan,egatif' Ketidal'mam-

*u**berikut.(1)Pembelajarandanpuanbangsalndorresiadalammeran-
poriluiut PKn lebih mmekankan pada cang Program perrdidikan yang m€ng-

aimeosi kognitif saia. Pmgernban8an akomodasikan kecenderungan dan per-

dimensidimerrsi lainnya belum *ertau- soalan global tersebut berarti akart

pat perhatian yang memadai. (2) Penge. mengfrilangkan kesernpatan wrtuk me-

lolan kelas belum kondusif unhrk mem- n8eiar ketertinggalan rmtuk secara ber-

berikanpmgalamanbela|aryangber-tahapdapatmenseiajarkarrdirinyade.
malnadalammengembangkan-Peri-nganbangsa$angsayangsudahmaiu
laku siswa. Hasil beiaiar PKn yang be dalambidangpmdidikannya'

lum mencapai keseluruhan dimensi se- untuk merriawab berbagai persoal-

caraoptimal menuniukkan bahwa tuju- an tersebut di atas, PKrr sebagai mata

an kurikulemya beirm dapat tercapai pelaiaran di sekolah format yang bo-

sepenuhnya. Selain kendala intemal, Peran sebagai wahana pemuliaan dan

fi,. pgu-*"ngtradapi kendala ekster- perrberdayaan anak dan pemuda se-

.,ayuii,tuntuL dariberbagailapisan zuai dengan potmsinya agar merrjadi

masyarakat berkaitan dmgan semangat warganegara yang cerdas dan baik Pe'

demokratisasi y*g ,"*dI. mmingkat mikiran ini didasari oleh asumsi bahwa

dengan segala eksesnya' PKn yang se- untuk mendidik anak meniadi warga

narrlnya Jarat dunga., muatan ar.ur negara yang cerdas dan baik harus di-

narnun dilaksanakin secara kognitif. lakukan secara sadar dan tererrcana da-

pKn dianggap obat muiarab (panncea) lam suatu Proses pembelaiaran agar

untuk mengatasi p"rrojr,, kehidupan mereka secara aktif mmgembangkan
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potensi dirinya untuk memiliki kekuat-
an spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlu-
kan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Pmgembangan PKn ke depan harus
berorientasi pada terbentulmya masya-
rakat sipil (sbil nciety), dengan mem-
berdayakan warga neg,ua melalui pro-
ses pendidikan, agar mampu berperan
serta secara aktif dalam sistem pemerin-
tahan negara yang demokratis. print et
al (1999:25) mengemukakan, ciaic edu-
ution is flecessary for the builtling arul con-
solidation of a democratic 6ocie\. lnilaf;.
visi PKn yang perlu dipahami oleh
guru, siswa, serta masyarakat pada
umunnya. Kedudukan warga negara
yang ditempatkan pada posisi yang le.
mah dan pasif, seperti pada masa-masa
yang lal4 harus diubah pada posisi
yang kuat dan partisipatif. Mekanisme
penyelenggaraan negara pemerintahan
yang demokratis semestinya tidak ber-
sifal top doton, melainkan lebih bersifat
buttom tp. Untuk itr:lah, diperlukan pe-
mahaman yang baik dan kemampuan
mengaktualisasikan demokrasi di ka-
langan warga negara, ini dapat dikem-
bangkan melalui PKn.

PKn ke depan harus berupaya mem-
berdayakan warganegara agar mampu
berperan aktif dalam negara pemerin-
tahan yang demokratis. Pendidikan de-
mokasi merrjadi strategis dan mutlak
bagi perwujudan masyarakat dan ne-
gara demokrasi. Hal ini sejalan dengan
adagium yang menyatakan bahwa de-
mokasi dalam suatu negara hanya
akan tumbuh subur apabila dilaga oleh
warganegara yang demolcatis. Warga

netara yang demokratis hanya bisa di-
bentuk melalui pendidikan dernokrasi.

Visi bahwa PKn ke depan bertujuan
mewujudkan masyarakat demokratis
merupakan reaksi atas kesalahan masa
lalu (orde lama) yang ketika itu berlabel
Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau-
pun Pendidikan Pancasila dan Kewar-
g.rnegaraan (PPKn). Baik PMP maupun
PPKn Orde Baru lebih dimaksudkan
unfuk menciptakan warga negara yang
patuh PMP dan PPKn pada masa itu
sesungguhnya merupakan PKn yang
berfungsi sebagai alat penguasa untuk
melanggengkan kekuasaan. Berdasar-
kan fakta tersebuq fidak aneh bila mun-
cul penilaian bahwa PMP dan ppKn
merupakan pelajaran yang bersifat po-
Iitis daripada akadernis. Akibat lebih
laniut mata pelajaran ini kurang dimi-
nati sis\ /a.

Pengernbangan PKn ke depan me-
merlukan restn rkturisasi kurikulum dan
substansi materinya. fika pada masa
Orde l,ama dan Orde Baru PMP dan
PPKn sealan tidak memiliki vitalitas,
kurang berdaya, dan tidak dapat ber-
fungsi baik dalam meningkatkan kom-
petensi kewarganegaraan para pes€rta
didik. Para siswa tidak banyak menyu-
kai pelajaran ini bahlan merasakan bo-
san. Para guru sendiri tidak jarang bf
ngung dengan penrbelaiaran yang dila-
kukan karena tidak mantapnya arfi
tujuan, dan isi mata pelajaran PMP ser-
ta PPKn. Salah satu kelerrahan men-
dasar dari PMP dan PPKn adalah ma-
teri yang diajarkan tidak memitki ba-
tang keilmuan yang ielas. Materi yang
diaiarkan bukan ilmu tetapi nilai seper-
ti keadilan, k"juiurur,, gotong-royon&
dan sebagainya. Oleh karena itq PMP
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dan PPKn bukanlah mata pelajaran
yang bersifat ilmiah, atau lemah dalam
hal keilmuannya. Hal demikian justru
menyusahkan para guru yang meng-
ajarkan dan siswa yang menerimanya.
Layaknya sebuah mata pelajaran, maka
seharusnya memiliki landasan ilmu
yang jelas.

Restrukturisasi materi merupakan
bagian yang pentin& bahkan pada
umumnya dianggap terpenting dalam
pembaharuan kurikulum. PKn ke de-

pan harus terus dikembangkan sub-

stansi materinya. Materi PKn sebaiknya

bersumber dari ilmu politih ilmu hu-
kum dan moral. Dengan demikian, ma-
ta pelajaran ini nantinya akan memiliki
batang ilmu yang jelas.

Dengan memperhatikan konsep

dan perkembangan PKn di Indonesia
nampaknya para pengambil keputusan
di bidang pendidikan khususnya di
bidang kurikulum, harus dapat meng-
gunakan pengalaman masa lalu ifu un-
fuk merancang masa depan PKn secara

lebih baik. Pengalaman masa lalu telah
menempatkan PKn sebagai alat kekua-
saan semata karena ittt berclfat mono

oision, serta rentan terhadap perubah-
an-perubahan politik. ]ika akan dilaku-
kan perbaikan terhadap PIft lebih me-
ngedepankan dan menempatkan war-
ganegara sebagai subjek untuk dikem-
bangkan agar menjadi warga negara

yang lebih berpikir kritis dan kreatif,
proaktif, inovatif, demokratis, meng-
hargai sestuna manusi4 berbudaya ser-

ta mematuhi berbagai hukum dan per-
aturan yang berlaku bagi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat (Wahab, 2007:

708).

109

Bangsa hrdonesia tidak boleh lagi
mengulan gi langkah-langkah politik
yang keliru, yang cenderung lebih me
nekankan kepada kekuasaan dengan

menomorduakan rakyat dan masyara-

kat dalam negara kehidupan berbangsa

dan bemegara. Pengakuan terhadap
hak-hak individu yang didasari rasa

tanggung jawab harus terus ditumbuh-
kan, penghargaan dan penghormatan
terhadap hak-hak dasar manusia serta

pada kemajuan dan kesejahteraan rak-
yat harus sudah mulai merrjadi dasar-

dasar kebijakan nasional dengan sen;u:I-

tiasa membuka diri terhadap perubah-
an global dan dengan respon yang di-
lakukan secara cerdas. Paradigma baru
PI(n menuntut dilakukannya redefinisi

dan revitalisasi implementasi konsep

PKn sehingga benar-benar merrjadi wa-
dah yang dapat membangun dan me-

ngembangkan berbagai kemampuan
warganegara agar dapat lebih patriotis,
proaktif, inovatif, kreatif, dan cerdas se-

hingga dapat berpartisipasi secara aktif
dan efektif dalam kehidupannya seba-

gai warganegara dan warga masyarakat
(Wahab, 2007:7W). Redefinisi dan revi-
talisasi pengertian serta tujuan PKn
akan mendorong lahirnya paradigma
baru PKn. Paradigma baru tersebut ha-
rus disusun di atas pilar-pilar demokra-
si, antara lain (1) konstitusionalisme; (2)

percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(3) warga negara yang cerdas; (4) pe g-

hargaan terhadap hak-hak individu; (5)

pers yang bebas; (5) supremasi hukum;
(7) hak asasi manusia; (8) pembagian

dan pembatasan kekuasaan; (9) peradil-
an yang independen; (10) desentralisasi

dan otonomi; (11) kesejahteraan neg€ra
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dan keadilan negara; (12) patriotisme

dan nasionalisme.
Paradigma baru PKn tersebut me-

nunhrt adanya perubahan dalam selu-

ruh aspek pembelajaran mulai dari tu-
juan sampai pada pmgembangan ba-

han ajar, metode mengajar dan pmi-
laiannya. Sisi tujuaru dari berbagai lite-
ratur PKn bertuiuan untuk membentuk
warga negara yang baik, yaitu warga
negara yang mampu melaksanakan

hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.
Warga negara juga dituntut untuk me-

miliki pengetahuan dan keterampilan
serta nilai-nilai negara dan budaya
yang berubah. Warga negara yang tahu
tentang hak dan kewajibanny4 tetapi
juga mampu melakukan yang lebih luas

dari pada itu sebagai akibat dari per-

ubahan-perubahan yang cepat dalam
era informasi dan globalisasi tersebut
yang oleh Cogan dan Derricott disebut

warga negara yang "multidimensio-
nal." (Wahab, 2007 :7 70).

Pengalaman masa lalu mengajarkan
kepada kita bahwa PKn pada era Orde
Lama dan Orde Baru sangat miskin
konsep dan teori sehingga lebih domi-
nan unsur indoktrinasinya. Oleh karena

itu PKn di era Reformasi ini harus di-
perjelas konsep dan teori keilmuannya

sehingga lebih bersifat ilmiah. Metode

indoktrinasi harus diaktriri, metode dia-
logis yang ilmiah harus dikembangkan

dalam pembelajaran PKn di sekolatr.

PKn pada era Orde Lama dan Orde

Baru saat itu dikembangkan berdasar-

kan teori hegemoni, yakni sosialisasi

politik dari negara kepada warga nega-

ra untuk menguatkan rezim Yang se-

dang berkuasa. Cara seperti itu harus

ditinggalkan pada era Reformasi ini.

PKn harus dijadikan sarana untuk
berdayakan warga negara dalam
ka membmtuk masyarakat

suafu masyarakat dimana negara

warga neBara dalam posisi
Hegemoni negara yang terlalu
mmgakibatkan otonomi guru dan

nomi pendidikan pada pada era

Lama dan Ordebaru sangat minim
bahkan hilang. Pada era Reformasi

otonomi guru dan otonomi
dalam batas-batas tertentu harus

dipulihkan, agar pendidikan tidak
dikan alat bagi rezim yang sedang

kuasa untuk kepmtingannya.
Paradigma baru PKn harus

liki struktur keilmuan yang jelas ya}ni
berbasis pada ilmu politik, hukum
filsafat moralffilsafat Pancasila. Memill'
ki visi yang kuat mengmai: nation

charactq build.ing, untuk pemberdayaan

warga negara dalam rangka mmgem-
bangkan masyarakat madani. Perlu cara

pandangyang sama dari berbagai kom-
ponern dalam mmgembangkan Pmdi-
dikan Kewarganegaraan di era Refor-

masi saat ini antara Dikdasmen, Pusat

Kurikulum, Lemhannas, LPTK, serta

berbagai komunitas PKn di hrdonesia
Semua komponen tersebut perlu duduk
bersama unfuk merumuskan PKn Yang
terbaik bagi Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap hasil
penelitian tetang dinamika PIft yang

terjadi sejak Orde Lam4 Orde Baru,

hingga era Reformasi, pmeliti mereko
mendasikan, pmgembangan PKn di
masa depan yang ideal bagi Indonesia

sebagai berikut. (1) PKn yang memiliki
akar keilmuan yang jelas, yakni politilg
hukum, dan moral sehingga bersifat il-
miah. (2) PI(n yang bebas dari hegemo'
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ni, indoktrinasi, dan kepentingan prag-
matis dari rezim yang sedangberkuasa.
(3) PKn yang mengadopsi nilai-nilai
universaf yang digunakan oleh negara-
negara demokrasi. (4) PKn yang tidak
lepas dari bingkai filosofi Pancasila. (5)
PKn yang diwamai identitas nasional,
budaya Indonesia, BhinekaTunggal Ika
NKRI. (6) PKn yang berpedoman pada
poiitik negara dan bangsa yang ada da-
lam konstitusi. (A PKn yang mengem-
bangkan ciaic knowledge, cioic skill, dan
ciaic dispotitior? secara proporsional. (8)
PKn yang menghasilkan warga negara
religius, yang menjadi pembeda dengan
yang dikembangkan oletr negara-nega-
ra maju di Barat. (9) PKn yang member-
dayakan warganegara, bukan PIft yang
hanya membmtuk kepatuhan tanpa da-
ya kritis. (10) PKn yang mengantarkan
menuju masyarakat madani.

PENUTUP
Dengan memperhatikan dinamika

PKn di Indonesia sejak Orde Lama
hingga era Reformasi, para pengambil
keputusan di bidang kurikulum, harus
dapat menggunakan pengalaman masa
lalu itu untuk merancang masa depan
PKn secara lebih baik. Pengalaman
masa lalu telah menempatkan PKn se-
bagai alat kekuasaan semat4 serta ren-
tan terhadap perubahan-perubahan po-
litik.Perbaikan terhadap PKn harus me-
nempatkan warganegara sebagai subiek
untuk dikembangkan menjadi u/arga
negara yang kritis dan kreatif, proaktif
inovati{, demokratis, menghargai sesa-
ma manusia, berbuday4 serta pafutr
pada hukum dan peraturan.

Pengalaman masa lalu mengajarkan
kepada kita, bahwa PKn pada era Orde
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Lam4 dan Orde Baru sangat miskin
konsep dan teori sehingga lebih domi-
nan unsur indokuinasinya. Oleh karena
itu, PKn di era Reformasi ini harus di-
perjelas konsep dan teori keilmuannya
sehingga lebih bersifat ilmiah. Metode
indoktrinasi harus diakhiri, metode dia-
logis harus dikembangkan dalam pem-
belajaran PKn di sekolah. PKn pada era
Orde Lam4 dan Orde Baru saat itu
dikembangkan berdasarkan teori hege-
moni, yakni sosialisasi politik dari ne-
gara kepada warganegaranya untuk
menguatkan rezim yang sedang ber-
kuasa. Cara seperti itu harus ditinggal-
kan pada era Reformasi ini. PKn harus
dijadikan sarana untuk memberdaya-
kan warga negara dalam rangka mem-
bentuk masyarakat madani, suafu ma-
syarakat tempat negara dan warga
negara dalam posisi seimbang.

PKn ke depan harus terus dikem-
bangkan substansi materinya. Materi
PKn sebaiknya bersumber dari ilmu
politi( ilmu hukum dan moral. Dengan
demikian, mata pelajaran ini nantinya
akan memiliki batang ilmu yang jelas.
Perlu cara pandang yang sama dari ber-
bagai komponen dalam mengembang-
kan PKn di era Reformasi saat ini. Dk-
dasmm, Pusat Kurikulum, Lemhannas,
LPTK, serta berbagai Komunitas PKn di
Indonesia.perlu duduk bersama untuk
merumuskan PKn yang terbaikbagi Lr-
donesia. PKn seharusnya menjadi per-
hatian semua pihak pemerintah, LPTK
yang memiliki Prodi PKn, Komunitas
PKn, maupun para guru PKn di lapang-
an. Tidak ada tugas yang lebih penting
bagi sebuah bangsa selain mengem-
bangkan warga negurra yang bertang-
gung jawab, dan terdidik. Oleh karena
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itu, tugas dari para pendidik, pembuat
kebijakan, dan angota cfuil society lain-
nya adalah mengkampanyekan pen-
tingrya PKn kepada seluruh lapisan
masyarakat dan jajaran pemerintahan.
Idealnya, PKn untuk membentuk warga
negara yang baik seharusnya bebas dari
kepentingan politik pragmatis dari re-
zim yang sedang berkuasa. pKn harus
mendasarkan diri pada politik ll2egara
sebagaimana dimuat dalam konstifusi
nasional.
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